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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus perempuan dalam kancah politik Indonesia dapat
dikategorikan dilematis. Satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk
berperan dalam segala sektor, tetapi pada sisi lain muncul tuntutan agar
perempuan Indonesia berperan sesuai kodratnya saja, yakni di wilayah
domestik. Situasi dilematis ini dialami oleh perempuan Indonesia yang
berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan
bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping
itu, perempuan sering dihantui oleh konstruk budaya yang telah mengakar

dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga®.

Kesenjangan akses, hak dan peran perempuan dalam politik
menjadi hambatan sendiri bagi perempuan dalam ikut berperan dalam
ranah politk. Pada sisi lain, hal itu juga dilatarbelakangi oleh kualitas
perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki. Faktor tersebut tidak
sepenuhnya kesalahan kaum perempuan,mengingat konstruk budaya
masyarakat yang selalu mengekang agar perempuan tidak perlu repot-

repot menempuh pendidikan tinggi karena pada ujungnya akan kembali

!Liza Hadisdan Sri WiyantiEddyono, PengakuanPeran Gender dalamKebijakan-Kebijakan di
Indonesia, Jakarta: LBH APIK, 200, hal.23.



kewilayah domestik. Terlepas dari itu semua, minimnya kuantitas
perempuan dari pada laki-laki dalam ranah politik membuat perempuan
tidak mampu berbuat banyak untuk kepentingan bangsa khususnya dalam
memperjuangkan hak-hak perempuan.? Lebih parah lagi, ketika tidak
sedikit kalangan yang menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan
publik tersebut tidak terlepas dari pengaruh laki-laki.

Dominasi laki-laki atas perempuan dalam kehidupan sosial-politik
seakan telah menjadi catatan yang tak akan pernah terhapus dalam sejarah
perjalanan kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Perempuan tidak
pernah mendapat tempat layak dalam tata politik di Indonesia. Dalam
sejarahnya, perempuan hanya diapresiasi rendah. Hal tersebut dapat
dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum
menunjukkan proporsi yang layak, padahal antara laki-laki dengan
perempuan secara kapasitas dan kredibilitas tidak ada bedanya, semua
kembali kepada integritas masing-masing dalam membangun komitmen
kerja.

Begitupun pada ranah hukum, masih banyak dijumpai substansi,
struktur dan budaya hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan
gender. Hukum yang ada saat ini masih lemah dalam menjangkau
masalah-masalah kekerasan dan tindak kriminal lainnya. Permasalahan
lain ialah kesadaran dan akses informasi masyarakat terhadap hukum

masih sangat rendah. Salah satu faktor penyebabnya dapat lihat dari peran

2Anonim,  RendahnyaAnggotalegislatif Daerah dalamMenyuarakanPersoalanMasyarakat,
Kompas, Edisil7 Agustus 2014.hal. 14.



oraganisasi-organisasi politik, mengingat partai dan organisasi politik
merupakan ekspektasi besar dalam memberikan pendidikan politik cerdas
kepada masyarakat, khususnya pada kesamaan hak perempuan dalam
kancah politik. Dengan demikian, peran dan kuantitas perempuan di dalam
lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) masih jauh di

bawah dominasi kaum laki-laki.

Manusia adalah khalifah Tuhan dimuka bumi. Tugasnya
memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Dalam wacana
Islam, politik (al-s}iy{a>sa>h) secara sederhana dirumuskan sebagai
cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai

kesejahteraan didunia dan kebahagiaan diakhirat.

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia
tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, yang membedakan
adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri. Di antara hak-hak
manusia itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, sebab dalam Islam
tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh

pekerjaan.

Islam bahkan menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan
kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang
unik karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan
memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa

perantara atau wali.



Selama ini, politik dan prilaku politik dipandang sebagai
aktivitas laki-laki. Perilaku politik yang dimaksudkan di sini mencakup
kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga
karakteristik tersebut tidakpernah dianggap ideal dalam diri perempuan.
Karena itu masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri,
berani mengemukakan pendapat, dan agresif, sebagai orang yang tidak
dapat diterima atau diinginkan. Dengan ungkapan lain perempuan

dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.

Padahal ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri
seseorang, Vaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresif Kkreatif.
Kekuasaan, sebagai unsur penting dalam membangun dan memimpin
seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau
kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi
tujuan yang lebih besar. Pada hakekatnya, kekuasaan bersifat netral,
bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus untuk kejahatan.®Kajian
tentang perempuan dan gender terus menemukan momentumnya,
perhatian hampir tidak pernah di berikan kepada ulama perempuan.
Terdapat cukup banyak ulama perempuan dan sekaligus para
perempuan yang memiliki peran penting dalam keilmuan Islam.

Demikian juga terdapat perempuan perempuan yang memiliki peran

3Siti Musdah Mulia & Anik Faridah. Perempuan dan Politik, Yogyakarta: LkiS, 2005, hal. 3



krusial dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti

madrasah dan lain-lain.

Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk
mengungkapkan sejarah keulamaan dan keilmuan di kalangan
perempuan muslim, tidak hanya di Timur Tengah dan kawasan muslim
lain, tetapi juga di Indonesia. Sebab seperti disimpulkan baik setelah
mengkaji kehidupan keagamaan perempuan muslim. Posisi perempuan
dalam masyarakat muslim termasuk di Indonesia tidak bisa dipahami
tanpa apresiasi menyeluruh tentang konteks di mana mereka hidup,
berbagai faktor budaya, politik, ekonomi, sosial dan bahkan agama
saling mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan, tidak

terkecuali ulama perempuan.

Di sini faktor religio-sosiologis menjadi sangat penting. Di
lingkungan masyarakat muslim Indonesia. Seseorang baru benar-benar
diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh komunitas nya sendiri
sebagai ulama. Pengakuan itu datang bukan semata-mata
mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, khususnya figh, tetapi
juga integritas moral dan akhlak nya dilengkapi dengan kedekatan
dengan umat, khususnya pada tingkat grass root (akar rumput).

Kedekatan dengan umat di lapisan bawah ini bisa disimbolkan



dengankepemilikan dan pengasuhannya terhadap pesantren atau

madrasah. Seperti lazimnya di lingkungan NU.*

Peranan perempuan untuk tugas-tugas seperti itu tidak
dibedakandari laki-laki. Potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan
untuk bertindak secara otonom diperlukan bagi tanggung jawab
menunaikan amanah tersebut. Pembahasan tentang perempuan sebagai
suatu kelompok memunculkan sejumlah kesulitan. Konsep “posisi
perempuan” dalam masyarakat memberi kesan bahwa, ada beberapa
posisi vital yang diduduki oleh perempuan di semua lapisan
masyarakat. Kenyataannya bahwa, bukan semata-mata tidak ada
pernyataan yang sederhana tentang “posisi perempuan” yang universal,
tetapi di sebagian besar masyarakat tidaklah mungkin berkata bahwa
perempuan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama.
Perempuan ikut andil dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Ada
perempuan kaya, ada pula yang miskin, ada yang pandai, ada pula yang
bodoh. Selain itu, latar belakang kelas kaum perempuan mungkin sama
penting dengan gendernya dalam menentukan posisi mereka di

masyarakat.®

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat

diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan

4JajatBurhanudin.UlamaPerempuanindonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal.81

SIstibsyaroh, Hak-Hak Permpuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi, Jakarta: Pena
Nusantara 2004, hal. 64



jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan
fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-
kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas
perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan
dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan
dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai dalam

masyarakat.®

Dalam al-Qur’an telah jelas terungkap bahwa kedudukan dan
kemuliaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dinilai bukan
dari kekuatan (superioritas) maupun kepintarannya. Tetapi lebih karena

ketakwaannya, firman Allah :
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Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
bangsa danbersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al-Hujurat : 13).”

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai

harkat, martabat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan

®FauziRidjal, DinamikaGerakan Perempuan Dilndonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal.30
"DepartemenAgamaRepublikindonesia. Al-Qur'an dan
Terjemahnya.Bandung:CV.PenerbitDiponegoro,2000, hal. 864



dengan laki-laki. Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya

dan tidak lagi termarginalkan.®

Perempuan kini berhadapan dengan perspektif modernitas yang
semakin terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk
mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan
kemampuan-kemampuan (al-ahliyah) mereka dalam segala urusan yang
sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendensius
bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang
kompenten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum
laki-laki Kini telah gugur dan tidak lagi popular. Kaumperempuan Kini
tengah bergerak merengkuh masa depanya dan mengubur masa lalu yang

suram dan penuh nestapa.®

Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi
perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik domestik
maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil. Sejarah kenabian
mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini
bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri
Nabi yang lain, adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas.
Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan

politik bahkanmengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik

8Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, Jakarta: INSISTPress, 2008, hal. 148
® Husein Muhammad.Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren, Yogyakarta: LKiS
Yogyakarta, 2006, hal. 251



yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah baiat

(perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah.*°

Selain itu juga di Indonesia pada masa era Orde Baru perempuan
lebih ditempatkan sebagai penggembira dengan wilayah garapan yang
sangat terbatas, lazim disebut wilayah domestik. Perempuan di bawah
kekuasaan militeristik Suharto hanya dijadikan warga negara kelas dua,
dimana haknya dibatasi oleh sekat-sekat yang membuai. Dan kini gerakan
perempuan memasuki babak baru dari sekian banyak episode kehidupan

global yang sedang bergulir.

Perasaan dan mental kegelisahan gerakan perempuan masih dalam
hembusan nafas yang sama, yakni melakukan perlawanan terhadap segala
bentuk ketidakadilan atas sosok perempuan dan seluruh sisi kehidupan
yang melingkupimya. Gerakan perempuan telah tampil ke permukaan
dengan wajah yang jauh lebih baik, dibandingkan pada masa rezim silam.
Karena secara kuantitas dan kualitas, perempuan di beberapa tempat
terbuktidan berhasil mengungguli kaum laki-laki. Dapat dikatakan,
walaupun masih jauh dari sempurna bahwa di masa kini perempuan sukses
melakukan gerakan strukturalmaupun kultural untuk turut mengubah

wajah dunia.!

Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal.165.

Ugtatistik lain hasil studi Patricia Morgan bertitel “Runtuhnya Dunia laki-laki”(1996)
menyebutkan bahwa jumlah karyawan perempuan di Amerika melonjak dari 36% pada awak 70-
an menjadi 57% pada saat ini. Penghasilan orang perempuan yang menjadi penompang utan\ma
rumah tangga di Inggris mencapai angka 30 %, sementara di Amerika terdapat 34% kepala
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Khusus keterlibatan seorang perempuan dalam politik di Indonesia
pada era reformasi telah menemukan momentumnya ketika pada tanggal
18 Februari 2003, DPR mengesahkan Undang-undang Pemilu dimana
salah satu klausul penting dalam pasal 65 ayat (10 yang dianggap progesif
sekaligus kontroversial adalah dicantumkanya kuota 30% perempuan
dalam nominasi calon legislatif di berbagai tingkatan. Kuota 30%
perempuan tersebut diakui merupakkan langkah awal bagi partisipasi
politik perempuan di republik ini.*? Aturan ini kemudian menjadi salah
satu jalan bagi hadirnmya perbaikkan nasib perempuan melalui

mekanisme legislasi parlemen.

Masuknya perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat
menjadi kekuatan penekan sekaligus eksekutor dalam isu-isu publik
khususnya yang menyangkut hajat hidup perempuan. Partisipasi
perempuan di parlemen juga membesitkan secercah harapan, dimana
perempuan dapat mengeliminasi kebijakan publik yang selama ini

cenderung bercorak patriarkis.

Dalam setiap negara demokrasi, peranan partai partai politik
menenmpati posisi sentral sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi. Di
Indonesia pasca tumbang Rezim Orde Baru, partai politik kembali
memainkan peranan penting dalam menentukkan arah pengambilan

keputusan dari suatu kebijakan pemerintah. Dari sekian banyak partai

keluarga berkulit putih dan 56% berkulit hitam tidak mampu memberikkan penghidupan kepada
keluarganya secara layak.(Harioan Al-Hayat, 31 Oktober 1999)
12 Jurnal politik Islam no. 19 tahun 2003, hal 19
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politik yang berdiri di Indonesia, disana terdapat Partai Kebangkitan
Bangsa yang didirikkan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau lebih populer

disebut Gus Duir.

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai politik dengan basis
dukungan berasal dari kalangan tradisionalis khususnya warga NU.
Namun, walaupun demikian dalam “Mabda Siyasi” partai, PKB
menegaskan diri sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama,
suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi,
misi, progam perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Artinya,
keterbukaan PKB tidak hanya disimbolkan dalam kehadiran kepengurusan
atau keanggotaan yang pluralistik namun yang lebih subtansial lagi adalah
keterbukaan dalamn sikap dan perilaku politik serta rumusan cita-cita

partai tersebut.

Pada kerangka itulah PKB menjadi partai yang banyak
mengakomodir isu-isu politik kontemporer yang tengah berkembang pada
ranah politik global, termasuk salahsatunya peranan politik perempuan.
PKB yang memiliki keterkaitan erat dengan para Ulama-ulama pondok
pesantren melakukan tafsir ulang terhadap nash-nash al-Qur’an dan kitab-
kitab figh yang pada masa lalu menempatkan perempuan sebagai manusia

kelas dua.’®

13Gerakan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang dianggap mendiskriminasi kaum
perempuan di pimpin langsung oleh istri Gus Dur (Ibu Shinta Nuriah Wahid), pidatao pada
acara MUSKER DPP PKB 2004.
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Pada era selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut memicu
munculnya wacana-wacana tafsir figh baru terhadap perempuan yang
dilakukan intelektulal muda Islam. Kondisi ini memumculkan kesadaran
untuk menggagas kembali berapa tafsir kaidah Figh Al-Nisayang dianggap
kurang memberikkan keadilan bagi perempuan. Terlepas dari Pro dan
Kontra terhadap gagasan para penganut paham figh moderat tersebut,
tradisi baru ini juga menjadi pemicu menguatnya wacan kesetaraan gender
dalam masyarakat. Dan Partai Kebangkitan Bangsa berada pada baris
terdepan dalam mempromosikan gagasan tersebut. Untuk merealisasikan
ide pemberdayaan perempuan, PKB kemudian membentuk sebuah sayap
partai khusus perempuan yang dinamai dengan Pergerakkan Perempuan

Kebangkitan Bangsa (PPKB).

Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa PKB adalah salah satu
partai politik yang menyambut baik keterlibatan aktif kaum perempuan
dalam dunia politik. Dalam hal ini sangat terbukti keberpihakan PKB
terhadap kaum perempuan pada saat pemilu 2004, dimana calon anggota
legislatif perempuan diberikan jatah 30% dan menempati no urut jadi. Hal
lain dari komitmen PKB terhadap Perempuan adalah ketika DPP PKB
menunjuk Ida Fauziyah menjadi ketua fraksi PKB di DPR, penunjukkan
ini sekaligus juga menempatkan Ida Fauziyah menjadi satu-satunya

perempuan yang menduduki jabatan ketua fraksi DPR R1.14

“4www.GP-anshor.com, Tentang Gerakan Politik Perempuan, di akses Pada tanggal 28 Februari
2015 pukul 19.00
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Selain dari fakta yang telah disebutkan diatas di Jawa Timur
sendiri sudah terbukti kalau PKB memang konsisten dalam mengawal
peran perempuan di Indonesia, ini terbukti dengan keterwakilanya 7
perempuan anggota legislatif di Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur,
selain itu juga di Jawa Timur sendiri juga ada perwakilan di daerah
Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang pada Muktamar PKB

2014 di Surabaya berubah namanya menjadi Perempuan Bangsa.

Dengan adanya kepengurusan DPW Perempuan Bangsa di Jawa
Timur penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Status Perempuan Partai

Politik Dalam Perspektif Figh Siyasah™

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. ldentifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan
capaian yang muncul dalam penelitian dengan mengidentifikasi
sebanyak mungkin yang seterusnya diduga sebagai masalah.
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis

mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

a. Faktor yang melatarbelakangi status politik perempuan
b. Undang-undang Pemilu dimana salah satu klausul penting dalam
pasal 65 ayat 10 yang dianggap progresif sekaligus kontroversial

adalah dicantumkannya kuota 30% perempuan.
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c. Status perempuan dalam Partai politik dalam hal ini Partai
Kebangkitan Bangsayang telah melahirkan sebuah sayap partai
khusus bagi Perempuan.

d. Ditunjuknya kader perempuan PKB di DPR RI untuk menjadi
Ketua Fraksi.

e. Status politik Perempuan yang mendapat 7 kursi di DPRD Jawa

Timur.

2. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luas bahasan pada objek yang akan
dijadikkan penelitian ini, maka penulis kiranya sangat penting dalam

memberikan batasan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Status politik perempuan dalam Status Perempuan Partai Politik
Dalam Perspektif Figh Siyasah
2. Pandangan Politik Islam tentang Status Politik Perempuan di Partai

Kebangkitan Bangsa Jawa Timur dalam Perspektif Figh Siyasah.

C. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti akan membahas
bagaimana peran politik perempuan pesantren dalam proses menuju
pemilu legislatif. Maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam

skripsi ini adalah:
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1. Bagaimana Status Perempuan Partai Politik Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur
2. Bagaimana Status Perempuan Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Dalam Prespektif Figh Siyasah?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang perempuan dalam politik telah banyak di tulis oleh
para pemikir dan teman-teman dalam Skripsinya, berdasarkan temannya
dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Amatullah Shafiyyah dalam bukunya Kiprah Politik Muslimah
Konsep Dan Implementasinya. Pada Tahun 2005 Fakultas SyariahJurusan
Siyasah Jinayah, yang di dalam buku ini menjelaskan tindakan politik atau
sama dengan istilah partisipasi politik, bagi kaum muslimah terasa begitu
jauh. Politik di abad-abad terakhir telah menjadi ruang yang gelap dan
tabuh bagi muslimah. Para muslimah dan juga kaum perempuan pada
umumnya. Pada saat ini, para muslimah dalam dimensi ruang dan waktu
yang berbeda disadari atau tidak telah melakukan aktivitas politik. Contoh
partisipasi politik yang paling sederhana dan hampir di lakukan semua
orang adalah ikut dalam pemilihan umum (pemilu).*®

Nur Laili Rohmah Fakultas Ushuludin Jurusan Agidah Filsafat
tahun 2004. Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam.

Skripsi ini membahas tentang perempuan yang memangku jabatan

15 Amatullah Shafiyyah. Kiprah Politik Muslimah Konsep Dan Implementasinya, Skripsi fakultas
Syariah Jurusan Siyasah Jinayah pada tahun 2005.
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menurut pandangan Islam. Islam mengakui adanya persamaan kedudukan
dalam masyarakat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Hal itu disebabkan Islam datang membawa persamaan antara laki-laki dan
perempuan, sebab. Sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain.
Laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Tidak ada
perbedaan antara mereka dalam hal esensi alami sehingga keduanya di
bebani hak dan kwajiban yang sama untuk menegakkan Amar Ma’ruf
Nahi Munkar walaupun ada perbedaan berkaitan dengan status dan
peranan masing-masing.'®

So’idah. Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Tahun
2002. skripsi yang berjudul Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di
Indonesia Menurut Persepektif ~ Hukum Islam. Yang di mana, di
dalamnya, Hukum Islam membolehkan wanita untuk memegang peranan
dalam dunia politik pada masa sekarang ini jika dia memang mempunyai
potensi dan mampu menangani di bidang politik tersebut tanpa

berbenturan dengan kemaslahatan umat dankeluarga.t’

Skripsi yang mengangkat “Status Perempuan Partai Politik Dalam
Perspektif Figh Siyasah”ini merupakan penelitian tentangkajian-kajian
yang berkenaan dengan popularitas gender yang terkait dengan kekuasaan
dan kepemimpinan yaitu mereka calon anggota legislatif (Caleg) yang

sekarang banyak didominasi oleh kaum perempuan, yang dianggap

Nur Laili Rohmah. Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam. Skripsi
fakultas Ushuludin pada tahun. 2004.

17 So’idah. Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukumlislam.
Skripsi fak. Syari’ah thn. 2002
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mumpuni dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan bisa
menjadi memimpin yang lebih baik. Yang membedakan skripsi ini dengan
penelitian-penelitian sebelumnya adalah kekhususannya akan pembahasan
akan status perempuan dalam partai politik yang ditinjau dari perspektif

Figh Siyasah.

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui Status Perempuan Partai Politik Dalam Perspektif

Figh Siyasah

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Figh Siyasah tentang Status

Politik Perempuandi Partai Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.

. Kegunaan Pelitian
Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:
1. Secara Teoritis:

a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam figh siyasah terutama
dalam kaitannya dengan peran politik perempuan dalam Partai
Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.

b. Untuk memahamiperan politik perempuan dalam Partai Kebangkitan
Bangsa Jawa Timur.

2. Secara Praktis : untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi
penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan tentang peran politik

perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.



G. Definisi Operasional

1. Status

2. Perempuan

3. Perempuan Bangsa (PB)

18pysatBahasaDepartemenPendidikanNasional,

18

: Keadaan atau kedudukan (orang
atau badan dan sebagaiannya) dalam
hubungan dengan masyarakat di
sekelilingnya.8

. salah satu dari dua jenis kelamin
manusia; satunya lagi adalah lelaki
atau pria. Berbeda dari wanita, istilah
"perempuan” dapat merujuk kepada
orang yang telah dewasa maupun
yang masih anak-anak.®

. Adalah barisan perempuan kader
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
yang  merupakan salah  satu
organisasi sayap pkb yang konsen
terhadap perempuan baik dalam
bidang politik, sosial, budaya dan
agama. Kehadiran organisasi sayap
perempuan ini, diharapkan dapat

bermanfaat bagi masyarakat secara

KamusBesarBahasalndonesiaEdisi3.Jakarta:PT.(Persero)PenerbitandanPercetakanBalaiPustaka,20

05, hal, 936
19 1bid.., hal, 584



4. Figh Siyasah
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luas terutama kalangan perempuan.
Sebagai mahluk feminis, perempuan
kerap menjadi salah satu objek dari
ketidak adilan gender di berbagai hal
dalam kehidupan nyata.?°

: llmu yang membahas tentang cara
pengaturan masalah ketatanegaraan
semisal (bagaimana mengadakan)
perundang-undangan dan berbagai
peraturan (lainnya) yang sesuai
dengan prinsip-prinsip islam,
kendatipun  mengenai  penataan
semua persoalan tersebut tidak ada

dalil khusus yang mengaturnya.?!

Status politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai

pelaku kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan melaksanakannya dalam

kehidupan masyarakat di dalam kancah politik atau pemilu legislatif khususnya di

Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

2http://pkb.or.id/perempuan-bangsa-harus-jadi-motor-penyelesaian permasalahan-perempuan-
indonesia, Diakses pada tanggal 01 Mei 2016 pukul 14.30 Wib.
21 Abdul Wahab Khalaf, al siyasah syar’iyyah aw nidzham al dawlah al islamiyyah (Al Kaherah:

Dar al Anshar, 1977), hal 5.


http://pkb.or.id/perempuan-bangsa-harus-jadi-motor-penyelesaian-permasalahan-perempuan-indonesia
http://pkb.or.id/perempuan-bangsa-harus-jadi-motor-penyelesaian-permasalahan-perempuan-indonesia
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1. Data Yang Dikumpulkan

a.

b.

Data yang berkenaan dengan status politik perempuan yang ada di
Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.
Data tentang Analisi Figh Siyasah status perempuan dan posisi

perempuan di Partai Politik.

2. Sumber Data.

a.

Sumber Data Primer : Cara yang dihasilkan dari orang atau
wawancara dengan kader perempuan di PKB Jawa Timur

Sumber Data Skunder : Yaitu literatur-literatur masalah perempuan
dalam berpolitik diperoleh dari buku-buku atau Kitab-kitab yang

berkaitan dengan masalah perempuan dalam berpolitik.

. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini penulis

menggunakan tahapan teknik sebagai berikut :

a.

Wawancara atau interview adalah mengadakan wawancara dengan
informan dalam hal ini yang menjadi informan adalahkader

perempuan PKB Jawa Timur yang terlibat dalam peranan politik.

. Observasi adalah dengan melihat atau mencatat sendiri peristiwa

yang terjadi di lapangan.
Dokumenter adalah sebuah data yang ada di lingkungan Partai
Kebangkitan Bangsa Jawa Timuryang berhubungan dengan

permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.
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d. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau
literatur- literatur dan dokumen-dokumen yang membahas tentang

perempuan dalam berpolitik.

. Teknik Analisis Data

Skripsi ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis
Yudikatif yaitu teknik analisis data dengan memaparkan data dengan
apa adanya, dalam penelitian ini adalah, peran perempuan di DPW PKB
Jawa Timur kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan menggunakkan
teori figh Siyasah, yaitu teori tentang peranan perempuan dalam kancah
perpolitikan menurut perspektif figh siyasah,yang diambil dari dalil-

dalil al-Qur’an dan Hadist sebagai dasar.

Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah maka penulis

menguraikan bab demi bab. Dari bab tersebut di bagi menjadi sub bab,

kemudian untuk menjadi jelasnya penulis paparkan sebagi berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran

umum yang membuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi: latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teoritik yang mengkaji tentang

politik bagi perempuan, hak-hak perempuan dalam berpolitik,
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kepemimpinan perempuan, baiat dan syuro, kegiatan politik dalam
perspektif Figh Siyasyah.

Bab ketiga berisi tentang data-data di lapangan terkait dengan
status politik perempuan di Dewan Perwakilan Wilayah Partai
Kebangkitan Bangsa Jawa Timur.

Bab keempat menjelaskan analisa tentang status poltik perempuan
dalam Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur beserta tinjauan figh
siyasah. Dalam hal ini penulis juga menganalisa motif dan faktor-faktor
yang melatarbelakangi lahirnya Badan Otonom Perempuan Bangsa.

Bab kelima Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data
yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan
merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran

adalah harapan penulis selesai mengadakan penelitian.



